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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha,
meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan
pengusahaan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata
cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara. Bahwa ketentuan
Peraturan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tata CaraPemberian Wilayah, Perizinan, dan
Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
denganPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor
51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya MineralNomor 11 Tahun 2018 tentang
Tata Cara PemberianWilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada
Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, perlu
dilakukanpenyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
ketentuan Pasal 21 ayat (4), Pasal 38 ayat (4)Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan,
dan ketentuan Pasal 19, Pasal27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat
(5), Pasal 61, Pasal68, Pasal 83, dan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
KegiatanUsaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral
tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan,dan Pelaporan
pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 26 Th 2007; UU No. 40 Th
2007; UU No. 4 Th 2009; UU No. 32 Th 2009; UU No. 23 Th 2014
jis UU No. 9 Th 2015; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; PP
No. 22 Th 2010; PP No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; PP No.
55 Th 2010; PP No. 78 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo
Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.

- Permen ini mengatur mengenai :
a. penyiapan dan penetapan WIUP dan WIUPK;
b. Sistem Informasi WP;



Catatan :

c. tata cara pemberian WIUP dan WIUPK;

d. tata cara pemberian perizinan;

e. hak, kewajiban, dan larangan pemegang lIzin; dan

f. RKAB Tahunan dan laporan.

Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi
atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf dd, ayat (2) atau sampai
dengan ayat (6), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 huruf a
atau sampai dengan huruf |, Pasal 68 ayat (1) huruf a atau sampai
dengan huruf t, Pasal 69 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 70 huruf a
atau sampai dengan huruf ¢, Pasal 72 huruf a atau sampai dengan
huruf m, Pasal 73 huruf a atau huruf b, Pasal 75 huruf b atau
sampai dengan huruf e, Pasal 76 huruf b atau sampai dengan huruf
e, Pasal 78 huruf a atau huruf b, Pasal 79 ayat (1) atau ayat (2),
Pasal 80 ayat (3), Pasal 82 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2),
Pasal 83 ayat (1) atau sampai dengan ayat (7), Pasal 84 huruf a
atau sampai dengan huruf g, Pasal 85 ayat (1) atau sampai dengan
ayat (2), Pasal 87 ayat (1) atau sampai dengan ayat (5), Pasal 88
ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91, dan Pasal 92 dikenakan
sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruhkegiatan usaha;
dan/atau

c. pencabutan izin.

Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi dan persetujuan
IUPK Operasi Produksi hasil perubahan bentuk pengusahaan
kontrak karya mineral logam serta IUPK Operasi Produksi
perpanjangan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta, 6 Maret 2020.

Mencabut :

1. Permen ESDM No. 11 Th 2018;

2. Permen ESDm No. 22 Th 2018;

3. Permen ESDM No. 51 Th 2018;

4. Ketentuan mengenai perubahan direksi dan/atau komisaris di
bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana
diatur dalam Permen ESDM No 48 Th 2017.



